
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 
NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG 

STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KER]A 

PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA 
 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran 
penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah secara 

berdaya guna dan berhasil guna, perlu melakukan 
penataan sarana dan prasarana kerja dalam lingkup 
Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; 

 
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Hulu 
Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Standarisasi 

Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara; 

 

c. bahwa dengan mempertimbangkan usulan Kepala Dinas 
Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana 

Surat Nomor: 420/328-1/Disdik/2014., Tanggal 10 
Pebruari 2014, Hal: Mohon Perubahan atas Peraturan 
Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemda, maka perubahan yang diusulkan dapat diakomodir 
sesuai ketentuan yang berlaku; 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan 

Kabupaten Hulu Sungai Utara; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor  9, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

SALINAN 
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Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 
 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Tahun 2011 Nomor 82 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang 

Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967); 
 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609); 
 

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 

70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah;  

 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007; 
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11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4609); 
 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32 ); 

 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor  14 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten 

Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14 ); 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor  1 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 

2012 Nomor 1 ); 
 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor  4 
Tahun 2013 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 Nomor 4 ); 

 
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor  10 Tahun 

2008 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 10 ); 

   

 

MEMUTUSKAN: 
 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG 
STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA 

PEMERINTAHAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA. 
 

 

Pasal I 
 

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Hulu 

Sungai Utara ( Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 
10 ), diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (3), selengkapnya Pasal 15 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 15 
 

(1) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan 
untuk kegiatan operasional perkantoran. 

 
 

(2) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan 
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Perwakilan Rakyat Daerah. 
 

(3) Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi pejabat eselon I, 

eselon II, eselon III, eselon IV, eselon V, Pengawas Sekolah dan para 
Kepala Sekolah. 

 

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 17, pada huruf Romawi VI., huruf B. ketentuan mengenai 
Kendaraan Dinas Operasional dan Kendaraan Dinas Jabatan, pada 

nomor urut 6, diubah menjadi: 
 

 
B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan 
 

No Jabatan Jumlah 
Jenis 

Kendaraan 

Kapasitas/Isi 
silinder  

(maksimal) 

6. Pejabat Eselon IV, 
Eselon V, Pengawas 
Sekolah dan Para 
Kepala Sekolah 

1 (satu) unit Sepeda Motor 200 cc 

 
Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Utara. 

 
 

                                               Ditetapkan  di Amuntai 

      pada tanggal  14 Pebruari 2014 
 

BUPATI HULU SUNGAI UTARA, 
 
 CAP / TTD 

 

H. ABDUL WAHID. HK 

Diundangkan di Amuntai. 
pada tanggal  14 Pebruari 2014 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA, 

 

  CAP / TTD 

 

     H. EDDYAN NOOR IDUR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2014 NOMOR 6.  
 


